BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dua permasalahan rumit yang masih dihadapi oleh bangsa
Indonesia sampai saat ini adalah persoalan keterbelakangan
pendidikan (ignorance} dan keterbelakangan ekonomi (poverty).
Indikator utama dari persoalan-persoalan tersebut adalah masih
rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pokok-pokok persoalan
yang dihadapi Indonesia dalam kaitannya dengan sumber daya
manusia sebagaimana dikemukakan oleh Triyadi (2000:1)
diantaranya adalah : (1) jumlah penduduk besar yakni kurang
lebih 210 juta atau nomor empat di dunia dengan penyebaran
vang tidak merata; (2) mutu sumber daya manusia rendah yakni
peringkat 109 dari 174 negara berdasarkan indeks pengembangan
manusia yang dilakukan UNDP pada tahun 2000; (3} daya saing
bangsa berada pada peringkat 46 dari 47 negara; (4} sebagian
besar angkatan kerja Dberpendidikan rendah yakni 63,5%
berpendidikan SD ke bawah; (5) angka pengangguran terbuka
6,3%, setengah pengangguran 18,9%; (6) angka buta huruf usia 10
tahun ke atas masih sekitar 10%; (7} putus sekolah SD rata-rata
3% per tahun, mengulang kelas 1,2,3 SD rata-rata 17% per tahun;
dan (8) penduduk miskin pada tahun 2000 tercatat sekitar 37 juta

orang.
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Senada dengan ungkapan Trivadi tersebut, Abdulhak
(2000:2) mengungkapkan rendahnya tingkat pendidikan
masyarakat Indonesia dengan memberi contoh pada struktur
tenaga kerja di Indonesia berdasarkan Sakernas tahun 1992 yang
masih didominasi oleh Tamatan SD ke bawah sebesar (72,25%).
Selebihnya diisi oleh tamatan SLTP (10,97%), SLTA (12,50%)}, dan
Pendidikan Tinggi hanya (2,28%);.

Memperhatikan pokok-pokok persoalan yang ada kaitannya
dengan sumber daya manusia dan struktur tenaga kerja dilihat
dari tingkat pendidikan yang dimiliki sebagaimana diuraikan
tersebut, nampak jelas bahwa sumber daya manusia di Indonesia
masih sangatlah rendah. Kondisi tersebut sudah barang tentu
menjadi fakta yang sangat memperihatinkan.

Keprihatinan atas masih rendahnya kualitas sumberdaya
manusia di Indonesia sangatlah beralasan, karena pada saat ini
kita sudah memasuki milenium ke-tiga dimana terjadi kompetisi
yang begitu tajam antar negara-negara di seluruh dunia. Untuk
memenangkan kompetisi tersebut sangatlah dibutuhkan sumber
daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan pandangan holistik, kualitas sumber daya
manusia sangat ditentukan oleh kondisi pada saat manusia

berupa janin dalam kandungan seorang ibu sampai dengan usia
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balita, anak, remaja dan dewasa (Syarif, 1999:1). Lebih lanjut
dikemukakan :

Kualitas sumberdaya manusia merupakan gabungan dari
karakteristik kualitas segenap sumberdaya yang ada dalam dinri
manusia mencakup kualitas fisik, kualitas akal, kualitas kalbuy,
dan kualitas nafsu. Dalam kaitan ini kualitas sumberdaya
manusia sebagai gabungan karakteristik yang menentukan
derajat keterandalan (degree of excellence). Manusia sebagai
insan dengan segala keutuhannya (human being) mencakup
segenap sumberdya berupa jasmani (dimenst fisik) serba akal,
kalbu, dan nafsu (dimensi non fisik} yang merupakan suatu
kesatuan tak terpisahkan dan saling mempengaruhi. (Syarif,
1999:2)

Salah satu komponen strategis yang merupakan pilar utama
dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah
sektor pendidikan.

Pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 ayat 1 adalah :
“Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi perannya di masa
yang akan datang”. Sejalan dengan itu, Poerbakawatja. (1981)
mengatakan :

Pendidikan adalah suatu usaha memberi bekal kepada peserta
didik agar ia pada suatu ketika dalam hidupnya dapat berdiri
sendiri dan dapat memikul tanggung jawab atas segala
perbuatannya.

Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan

merupakan salah satu sektor pembangunan dengan tujuan utama

mengembangkan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia.
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Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana
dirumuskan pasal 4 Undang-Undang Rl Nomor 2 tahun 1989
sebagai berikut :

Pendidikan nasional bertuyjuan mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengem-bangkan manusia Indonesia seutuhnya,
yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung
Jjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan nasional sebagai salah satu sistem dari supra
sistem pembangunan nasional, dilaksanakan melalui dua jalur
yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
(UU RI Nomor 2 Tahun 1989 pasal 10}. Seiring dengan upaya
peningkatan Kkualitas sumberdaya manusia, pembangunan
pendidikan yang dilaksanakan melalui jalur sekolah maupun
melalui jalur pendidikan luar sekolah harus mampu menjadi
pendorong serta saling memperkuat, saling terkait dan terpadu
dengan pembangunan bidang-bidang lain secara sinergi. Sehingga
pada akhirmnya pembangunan bidang pendidikan merupakan
motor dan modal pokok penggerak utama pembangunan nasional.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia,
setiap perogram pendidikan termasuk PLS harus mencakup
semua aspek perkembangan manusia baik berupa pengetahuan,

sikap, dan keterampilan maupun kreatifitas yang dibutuhkan

untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup individu, keluarga,
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masyarkat, bangsa dan negara. Dengan demikian, program
pendidikan  juga harus dityjukan untuk memberikan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar, memperkaya,
memperkuat serta mengarahkan kembali pengalaman belajar yang
telah diperoleh sebelumnya.

Khusus PLS, dalam rangka peningkatan kualitas sumber
daya manusia berbagai program pendidikan telah diluncurkan.
Program Pengembangan Anak Dini Usia, Program Keaksaraan
Fungsional, Program Pendidikan Kesetaraan melalui Kelompok
Belajar Paket A dan Paket B, Kursus, Magang, Kelompok Belajar
Usaha, Program Pemberdayaan Perempuan, dan program-program
lain dalam bentuk satuan pendidikan sejenis baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swadaya
masyarakat. Institusi yang menyelenggarakan program-program
tersebut seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM), dan kelompok-kelompok masyarakat
yang dibina oleh Lembaga Swadaya Masyarakat {LSM) dan Balai
Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) adalah salah
satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar
Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Republik

Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
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Kebudayaan Nomor 022/0/1997 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BPKB Pasal 2 disebutkan :

Balai mempunyail tugas yakni melaksanakan pengembangan.
Bimbingan, dan ujicoba program pendidikan luar sekolah,
pemuda dan olah raga berdasarkan kebjjaksanaan Direktur
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.

Lebih lanjut Pasal 3 dijelaskan tentang pelaksanaan tugas
tersebut, BPKB mempunyai fungsi :

{a) pembuatan dan penyusunan model, serta pengembangan
program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga; (b)
pelaksanaan ujicoba model dan program pendidikan luar
sekolah, pemuda dan olah raga ; {c) penyebarluasan model dan
pengembangan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan
olahraga; (d) pemberian penyuluhan proses belajar mengajar dan
penilaian dalam rangka pengembangan program. pendidikan luar
sekolah, pemuda dan olahraga; (e} pengembangan dan
pelaksanaan ujicoba model sarana belajar muatan lokal untuk
mendukung program kegiatan belajar pendidikan luar sekolah,
pemuda dan olahraga; {f) pelaksanaan bimbingan teknis kepada
Sanggar Kegiatan Belajar {(SKB);dan (g). pengelolaan urusan tata
usaha Balai.

Salah satu strategi operasional yang dilakukan oleh BPKB
dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui
jalur pendidikan luar sekolah adalah dengan melakukan kegiatan
pelatihan bagi pamong belajar SKB.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan mutu
sumber daya manusia, pelatihan banyak dilakukan oleh
berbagai kalangan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga
swadaya masyarakat terutama perusaha-perusahaan swasta. Hal

ini sejalan pemikiran  Tilaar (1995:583) yang mengemukakan
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bahwa : “Pelatihan di masa yang akan datang akan semakin
penting artinya. karena adanya perubahan struktur pekerjaan yang
sangat dinamis”.

Dalam konteks upaya peningkatan kualitas sumberdaya
manusia, pelatihan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan
dalam rangka membina dan meningkatkan produktivitas. Hal ini
sejalan dengan pengertian pelatihan yang dikemukakan oleh
Nadler (1984) yang mengatakan bahwa:

Pelatihan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk
memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang-orang atau
lembaga dalam upaya membina dan meningkatkan produktivitas
dan kinerja bagi penyelesaian suatu pekerjaan.

Lebih lanjut Moekijat {1991:56) mengemukakan :

Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan,
memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan,
produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat
keterampilan tertentu yang pelaksanaannya lebih
mengutamakan praktek daripada teort.

Berdasarkan pengamatan pada studi pendahuluan yang
dilakukan di BPKB Jawa Barat, didapatkan informasi bahwa
model pelatihan yang dikembangkan di BPKB Jawa Barat adalah
model pelatihan yang bersifat partisipatif. Model ini dianggap
efektif karena mencerminkan intensitas partisipasi peserta
pelatihan yang lebih baik dalam semua tahapan program
pelatihan. BPKB sebagai lembaga yang bergerak dalam

penanganan program-program pendidikan luar sekeolah harus



menjadi pelopor utama dalam hal percontohan
pendekatan partisipatif dalam segala bentuk kegiatannya,
termasuk di dalamnya kegiatan pelatihan.

Sebagai suatu upaya dalam rangka pengembangan dan
peningkatan  kualitas sumber daya manusia, pelatihan
dilaksanakan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-
prinsip managemen pelatihan. Yang dimaksud dengan managemen
pelatihan di sini adalah bagaimana pelatihan itu dikelola dengan
memperhatikan fungsi-fungsi managemen dalam setiap tahapan
pelatihan yang dilakukan.

Atmodiwirio (1993: 28-176) berdasarkan pengalamannya
mengelola pelatihan pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) mengemukakan bahwa pengelolaan suatu pelatihan pada
dasarnya meliputi empat tahapan yaitu tahapan persiapan,
tahapan pelaksanaan, tahapan penilaian dan tahapan pelaporan.
Hal senada juga dikemukakan oleh Louis Genci (1996}, Otto dan
Glaser (1970}, Parker {1976}, Crone dan Hunter (1980) dan
Dennnis Kinlaw (1996j.
| Pelatihan yang diselenggarakan di BPKB Jawa Barat dengan
kelompok sasaran Pamong Belajar dalam hal ini Pamong Belajar
SKB, dilaksanakan berkenaan dengan adanya suatu kesenjangan
yaitu belum optimalnya Pamong Belajar SKB melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya sebagaimana dikehendaki Peraturan
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Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Koordinator
Pengawasan Per_qbangunan dan Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor 25/Kep/ MK.WASPAN/6/1999 tentang Jabatan Fungsional
Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan belum
optimalnya kinerja Pamong Belajar SKB adalah dengan melakukan
kegiatan pelatihan. Pelatihan terhadap Pamong Belajar SKB
dilaksanakan dengan harapan adanya peningkatan kemampuan
baik dari sisi pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga
mampu mengimplementasikan atau menjalankan tugas pokok dan
fungsinya selaku Pamong Belajar. Atas dasar itu, pelatihan yang
dilakukan dititikberatkan pada orientasi tugas dan pekerjaannya
(job oriented training).

Namun demikian, berdasarkan studi evaluatif terhadap
dampak pasca pelatihan terhadap kinerja Pamong Belajar SKB di
Jawa Barat dan Kalimantan Barat oleh Tim Peneliti BPKB Jayagiri
dan IKIP Bandung pada tahun 1995 dan 1996, ditemukan
kenyataan masih adanya kesenjangan antara pelatihan yang
diberikan dengan produktifitas kinerja di lapangan setelah mereka
mengikuti pelatihan. Dengan kata lain pelatihan tidak
memberikan dampak yang positif bagi peserta pelatihan dalam hal

mempraktekan apa yang diperoleh selama mengikuti pelatihan,
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terutama dalam hal manajerial skill dan profesional skill)
1995 : 8)

Lebih lanjut Tim Peneliti BPKB Jayagiri dan IKIP Bandung
mengemukakan tentang kondisi empirik yang menyebabkan
kurang positifnya dampak pelatihan terhadap kinerja Pamong
Belajar adalah sebagai berikut : {1) program pelatihan yang tidak
mengacu pada kemampuan, kebutuhan lapangan atau sama
sekali di luar jangkauan tugas-tugas yang disandang oleh Pamong
Belajar, (2) program pelatihan masih tumpang tindih, tidak
memiliki pola efektif, model pelatihan yang membosankan, dan (3)
kualitas pelatih yang bobotnya tidak didasarkan pada kualifikasi
kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.

Berpijak pada kenyataan tersebut, sejak tahun 1998/1999
sampai dengan tahun 2000 dan direncanakan pada tahun 2001,
pelatihan Pamong Belajar yang diselenggarakan di BPKB Jawa
Barat menggunakan model pelatihan yang menggabungkan tiga
pola pelatihan yaitu (1) pelatihan yang berorientasi pada tujuan,
(2) pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan peserta, dan (3)

pelatihan berorientasi pada kompetensi peserta. (BPKB, 1999 : 5)

B. Perumusan Masalah
Secara teoritis Model Pelatihan Pamong Belajar yang telah

dilaksanakan di BPKB Jawa Barat sejak tahun 1998/1999 sampai
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dengan tahun 2000 dan yang akan dilaksanakan pada tahun
2001 adalah model pelatihan yang bersifat partisipatif. Hal ini
sejalan dengan ungkapan Johnston dan kawan-kawan {1995: 30-
32 ) yang mengatakan Pelatihan partisipatif adalah satu model
pelatihan yang memperhatikan Kketerlibatan peserta dalam
tahapan-tahapan tertentu dalam kegiatan pelatihan. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa pelatihan partisipatif mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut :

(1} peserta pelatihan berperan sebagai subyek bukan sebagai
obyek pelatihan, (2) peran pelatih dalam hal ini fasilitator, bukan
sebagai seorang ahli yang tahu segalanya yang berhadapan
dengan peserta pelatihan yang tidak tahu apapun, (3) adanya
suasana yang memungkinkan peserta dan fasilitator bebas
mengeluarkan pendapat, saling tukar dan saling kaji pengalaman
serta bebas pula mengarahkan jalannya pelatihan sesuai dengan
kebutuhan, (4) kurikulum pelatihan —termasuk di dalamnya
materi pelatihan- dirumuskan bersama dengan peserta pelatihan
dan sesuai dengan kebutuhan mereka, (5) metode pelatihan
dititik beratkan pada kerja/belajar kelompok, dan (6} evaluasi
pelatihan dititik beratkan pada evaluasi formatif bukan evaluast
sumatif. -

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah dalam
pengelolaan Pelatihan Pamong Belajar SKB yang diselenggarakan
di BPKB Jawa Barat terdapat karakteristik pengelolaan pelatihan
yang bersifat partisipatif ?

Pertanyaan itulah yang dijadikan sebagai permasalahan

dalam penelitian ini. Dengan demikian judul penelitian yang

penulis pilih adalah “ Tinjauan terhadap Pelatihan Pamong Belajar
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Dilihat dari Karakteristik Pengelolaan Pelatihan Partisipatif” (Studi

Kasus di BPKB Jawa Barat).

C. Pertanyaan Penelitian

Agar permasalahan penelitian dapat terjawab melalui hasil
kegiatan penelitian kelak, maka dikembangkan ke dalam pokok-
pokok pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran umum penyelenggaran Pelatihan
Pamong Belajar yang diselenggarakan di BPKB Jawa Barat dilihat
dari karakteristik penyelenggaraan pelatihan yang Dbersifat
partisipatif ?

2. Langkah-langkah kegiatan apa saja yang dilakukan dalam
perencanaan Pelatihan Pamong Belajar yang diselenggarakan di
BPKB Jawa Barat dilihat dari karakteristik perencanaan pelatihan
vang bersifat partisipatif ¢

3. Bagaimana pengorganisasian Pelatihan Pamong Belajar yang
diselenggarakan di BPKB Jawa Barat dilihat dari karakteristik
pengorganisasian pelatihan yang bersifat partisipatif ?

4. Bagaimana proses pembelajaran Pelatihan Pamong Belajar yang
diselenggarakan di BPKB Jawa Barat dilihat dari karakteristik

proses pembelajaran pelatihan yang bersifat partisipatif ?
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5. Bagaimana pelaksanaan evaluasi Pelatihan Pamong Belajar
yang diselenggarakan di BPKB Jawa Barat dilihat dar
karakteristik evaluasi pelatihan yang bersifat partisipatif ?
6. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang
ditemukan dalam pengelolaan Pelatihan Pamong Belajar yang
diselenggarakan di BPKB Jawa Barat dilihat dari karakteristik

pengelolaan pelatihan yang bersifat partisipatif ?

D. Penjelasan Istilah

Sesuai dengan judul dan pertanyaan peneliian, terdapat
beberapa konsep yang periu mendapatkan penjelasan lebih lanjut
untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan
persepsi terhadap konsep tersebut. Konsep-konsep yang dimaksud
meliputi : (1) pelatihan partisipatif, (2) pamong belajar, dan (3)
karakteristik pengelolaan pelatihan partisipatif.
1. Pelatihan Partisipatif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pelatihan dan
partisipatif” diartikan sebagai berikut : “pelatithan” diartikan
sebagai proses, cara, perbuatan melatih; kegiatan atau perbuatan
melatih (1991:569). “partisipatif’ diartikan sebagai melakukan
partisipasi, berperan serta (1991:732).

Yang dimaksud dengan pelatihan partisipatif dalam penelitian

ini adalah suatu model pelatihan yang mengikut sertakan atau
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melibatkan peserta pelatihan mulai dari tahap penyusunan
rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan.
2. Pamong Belajar

Pamong Belajar sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara (MENKO WASBANG DAN PAN)
Nomor 25/Kep/MK.Waspan/6/1999 Pasal 1, : “Pamong Belajar
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka
pengembangan model dan pembuatan percontohan serta penilaian
dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan
program pendidikan luar sekolah, pemuda , dan olah raga”. Pasal
2 ayat (1) menjelaskan kedudukan pamong belajar ada di Balai
Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)} dan di Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB).

Beranjak dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan
Pelatihan Pamong Belajar SKB dalam penelitian ini adalah upaya
dalam bentuk proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh BPKB

Jawa Barat untuk meningkatkan kinerja Pamong Belajar dalam

hal ini Pamong Belajar SKB.
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3. Karakteristik Pengelolaan Pelatihan Partisipatif.

Kata karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-cin khusus
yang melekat pada suatu subyek dalam pengertian bahwa ciri-ciri
tersebut disesuaikan kepentingannya dengan konsep yang
digunakan atau kepentingan yang akan dicapai. Karakteristik
yang berkaitan dengan manusia dapat diwarnai oleh kondisi
peserta yang menyangkut potensi fisik dan psikis seperti
kemampuan, motivasi, minat dan kebutuhan belajarnya

Kata pengelolaan merupakan terjemahan singkat dari kata
asing management yang berarti pengaturan. Poerwadarminta
(1976:60) memberi arti kata pengelolaan sebagai “Mengatur,
membuat dalam arti menyusun, mengurus, menempatkan, dan
sebagainya secara baik-baik dan beres”. Dalam penelitian ini yang
dimaksud dengan pengelolaan adalah penerapan fungsi-fungsi
menejmen pada penyelenggaraan pelatihan. Fungsi-fungsi
menejmen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan. Berikut ini istilah tersebut
akan dijelaskan satu persatu.

a. Perencanaan Pelatihan

Perencanaan {planning) pelatihan sebagaimana dikemukakan
Dharma (1998 :1) adalah proses penetapan tujuan dan sasaran
serta penetapan cara pencapaian tujuan dan sasaran itu.

Perencanaan pelatihan harus mencakup kegiatan mental untuk
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menentukan apa yang akan dicapai ({tujuan dan sasaran),
mengapa harus dicapai (alasan), bagaimana mencapainya (cara,
teknik, metode, prosedur), siapa yang akan melakukannya (orang,
pembagian kerja), di mana melakukannya (tempat), dan kapan
harus tercapai (waktu).

b. Pengorganisasian Pelatihan

Pengorganisasian (organizing) pelatthan pada dasamya
adalah kegiatan dalam upaya mengatur, mengarahkan,
menugaskan dan memanfaatkan unsur-unsur manusia, sarana,
dana, waktu serta lingkungan untuk mencapai tujuan pelatihan.
Pengorganisasian  unsur-unsur tersebut pada  pokoknya
dimaksudkan untuk memberi berbagai macam kemudahan baik
bagi pengelola maupun peserta pelatihan. Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pada intinya pengaturan tentang siapa melakukan apa,
bilamana, di mana, dan bagaimana melakukannya.
c. Proses Pembelajaran Pelatihan

Proses pembelajaran sebagai inti dari kegiatan penggerakan
(actuiting) dalam pengelolaan pelatihan, merupakan interaksi
antara peserta pelatihan dengan sumber belajar atau pelatih.
Proses pembelajaran dapat juga dikatakan sebagai interaksi
edukatif antara peserta pelatihan dengan komponen-komponen
pembelajaran lainnya (Abdulhak, 2000:25). Yang dimaksud

dengan proses pembelajaran pelatihan dalam penelitian ini adalah
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setiap upaya yang sistematik dan disengaja oleh nara
sumber/pelatih untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu agar
peserta pelatihan melakukan suatu kegiatan dalam rangka
mencapal tujuan pelatihan.

d. Evaluasi Pelatihan
Evaluasi pelatihan adalah setiap usaha untuk memperoleh
informasi (umpan balik) tentang pengaruh program pelatihan dan

untuk memberi nilai pelatihan berdasarkan informasi tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Secara umum  penelitian ini  bertujuan  untuk
menggambarkan ada atau tidaknya karakteristik pengelolaan
pelatihan yang bersifat partisipatif pada pengelolaan Pelatihan
Pamong Belajar vyang diselenggarakan di BPKB Jawa Barat.
Sedangkan tujuan operasional dari peneliian ini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mendapatkan gambaran wumum penyelenggaraan
Pelatihan Pamong Belajar yvang diselenggarakan di BPKB Jawa
Barat dilihat dari karakteristik penyelenggaraan pelatthan yang
bersifat partisipatif.
2. Untuk mendapatkan gambaran tentang langkah-langkah

kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan Pelatihan Pamong
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Belajar yang diselenggarakan di BPKB Jawa Barat dilihat dari
karakteristik perencanaan pelatihan yang bersifat partisipatif
3. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengorganisasian
Pelatihan Pamong Belajar yang diselenggarakan di BPKB Jawa
Barat dilihat dari karakteristik pengorganisasian pelatihan yang
bersifat partisipatif.
4. Untuk mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran
Pelatihan Pamong Belajar yang diselenggarakan di BPKB Jawa
Barat dilihat dari karakteristik proses pembelajaran pelatihan
yang bersifat partisipatif.
5. Untuk mendapatkan gambaran tentang evaluasi Pelatihan
Pamong Belajar yang diselenggarakan di BPKB Jawa Barat dilihat
dari karakteristik evaluasi pelatihan yang bersifat partisipatif.
6. Untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor
pendukung dan penghambat yang ditemukan dalam pengelolaan
Pelatihan Pamong Belajar yang diselenggarakan di BPKB Jawa
Barat dilihat dari karakteristik pengelolaan pelatihan yang bersifat

partisipatif.

F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat setidak-

tidaknya dalam dua aspek yaitu dann sisi kepentingan
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pengembangan Kkeilmuan (teoritis)] dan sisi kepentingan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKB (praktis).
1.Manfaat penelitian dari sisi kepentingan pengembangan
keilmuan {(teorititis).

a. Temuan-temuan hasil penelitian akan memperkuat justifikasi
tentang pentingnya pengelolaan yang baik dalam pelaksanaan
kegiatan pelatihan.

b. Memperkaya Kkhasanah pengetahuan tentang karaktekristik
pengelolaan pelatihan  dalam hal ini pengelolaan pelatihan
partisipatif berikut aplikasinya di lapangan.

c. Sebagai bahan informasi yang Dbersifat empirik bagi
dilakukannya penelitian lanjutan dengan topik yang sama di
masa-masa yang akan datang.

2.Manfaat penelitian dari sisi kepentingan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi BPKB (praktis).

a. Temuan-temuan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai satu
bahan acuan dalam kegiatan pengelolaan pelatihan yang bersiat
partisipatif, khususnya bagi Pamong Belajar di BPKB.

b. Temuan hasi penelitian dapat memberikan rangsangan positif
bagi praktisi pendidikan luar sekolah khususnya Pamong Belajar
dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan agar pelatihan

tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan penuh makna.
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G. Kerangka Berpikir

Dari persfektif managemen, pelatihan merupakan suatu
rangkaian  kegiatan yang dimulai dari  perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan {proses pembelajaran), dan
diakhiri oleh kegiatan evaluasi. Pengelolaan pelatihan yang bersifat
partisipatif mengacu pada adanya keterlibatan pihak-pihak yang
terkait dalam pelaksanaan pelatihan khususnya peserta pelatihan
pada aktivitas perencanaan, pengorganisasian, proses
pembelajaran, dan evaluasi pelatihan.

Pada bagian perencanaan pelatihan, hal-hal yang dilakukan
meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan rancang
bangun pelatihan, pengadaan sumber belajar dan alat bantu
pelatihan. Pada bagian pengorganisasian pelatihan hal-hal yang
dilakukan adalah penetapan tugas pokok dan fungsi peserta,
panitia, dan fasilitator dalam rangka efektivitas pelaksanaan
pelatihan. Proses pembelajaran pelatihan berkaitan erat dengan
proses interaksi antara fasilitator dan peserta dalam menggali
pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang akan dimiliki
oleh peserta pelatihan. Hal-hal yang dilakukan meliputi
pembukaan dan penutupan pelatihan, dinamika kelompok dan ice
breaking, pemilihan dan penetapan prinsip-prinsip pembelajaran,
pemilihan dan penetapan metode dan teknik pelatihan. Pada
bagian evaluasi hal-hal yang dilakukan meliputi evaluasi selama
kegiatan berlangsung, evaluasi hasil, dan evaluasi program

pelatihan.
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